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ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of knowledge, service, 
compensation, commitment, and tax morals on village treasurer tax 
compliance. The study was conducted by surveying village treasurers in 
the working area of the Klaten Tax Office, because the compliance of 
village treasurers in the Klaten area was relatively low when compared to 
the surrounding tax office work areas. The questionnaires were 
distributed from January to March 2020. From the questionnaires 
distributed to 200 village treasurers, 130 respondents were declared valid. 
The results showed that knowledge, service, compensation, commitment, 
and tax morale had a significant effect on village treasurer's tax 
compliance. The implications of the results of this study include that the 
Directorate General of Taxes must look for new strategies that are more 
effective in order to increase tax knowledge and morale because the 
socialization method has often been carried out. Tax officers are also 
encouraged to be better in service to taxpayers, especially to village 
treasurers. 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan, 
pelayanan, kompensasi, komitmen, dan moral pajak terhadap kepatuhan 
pajak bendahara desa. Penelitian dilakukan dengan mensurvei 
bendahara desa di wilayah kerja KPP Klaten, karena kepatuhan 
bendahara desa di wilayah Klaten relatif rendah jika dibandingkan dengan 
wilayah kerja KPP sekitarnya. Kuesioner disebarkan sepanjang Januari 
sampai dengan Maret 2020. Dari kuesioner yang disebar ke 200 
bendahara desa, sebanyak 130 responden dinyatakan valid. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, pelayanan, kompensasi, 
komitmen, dan moral pajak ini berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan pajak bendahara desa. implikasi dari hasil penelitian ini antara 
lain Ditjen Pajak harus mencari strategi baru yang lebih efektif dalam 
rangka meningkatkan pengetahuan dan moral pajak karena metode 
sosialisasi sudah sering dilakukan. Fiskus juga didorong lebih baik dalam 
pelayanan kepada wajib pajak, terutama kepada bendahara desa. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Jumlah desa yang memperoleh alokasi Dana Desa 
menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2017 
adalah sebanyak 74.754 desa. Dari jumlah desa sebanyak 
itu, menurut data Ditjen Pajak tahun 2017, jumlah 
bendahara desa yang memiliki NPWP hanya sebanyak 
13.049 bendahara desa atau sekitar 17,93%. Sehingga dari 
segi kepatuhan pendaftaran, kepatuhan wajib pajak 
bendahara desa dapat dikatakan rendah.  

Berdasarkan data Modul Penerimaan Negara (MPN) 
terjadi peningkatan penerimaan pajak dari bendahara 
desa masing-masing sebesar Rp185.756.642.719 di tahun 
2017 menjadi Rp449.715.580.195 di tahun 2018. Akan 
tetapi, Jika dibandingkan dengan anggaran dana desa pada 
tahun 2017 dan 2018 maka didapatkan tarif efektif untuk 
penerimaan pajak bendahara desa sebesar 0,89% untuk 
tahun 2017 dan 0,96% untuk tahun 2018. Data tarif efektif 
nasional di tahun 2017 menurut Ditjen Pajak yaitu 4,06%. 
Hal ini menunjukkan bahwa rasio penerimaan dari 
bendahara desa masih sangat rendah. 

Tabel 1 Tarif Efektif Penerimaan Pajak Bendahara Desa 
terhadap Dana Desa 

Tahun Anggaran 
Dana Desa 

(dalam 
jutaan rp) 

Penerimaan 
Pajak Bendahara 

Desa 

Tarif 

2017 20.766.200. 185.832.090.080 0,89% 

2018 46.982.080. 449.715.580.195 0,96% 

Sumber: Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan 
Penerimaan (Dit. PKP) 

 

Di wilayah Jawa Tengah, rasio kepatuhan 
bendahara di bawah naungan KPP Pratama Klaten 
termasuk yang sangat rendah, yaitu sebesar 1,98% (data 
Dit. PKP Ditjen Pajak). Kepatuhan pajak ini dipengaruhi 
oleh beberapa hal. Palil (2010) berpendapat bahwa 
pengetahuan pajak penting dalam self assessment system 
dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. 
Pelayanan dari fiskus kepada wajib pajak juga 
mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam 
menjalankan kewajiban perpajakannya (Harahap, 2004). 
Direktorat Jenderal Pajak membuat standar untuk 
pelayanan dengan menerbitkan SE 09 tentang Panduan 
Pelayanan Prima yang meliputi mekanisme pengawasan 
pelayanan di DJP, standar pelayanan Tempat Pelayanan 
Terpadu (TPT), standar fasilitas TPT, standar kompetensi 
sumber daya manusia, standar pakaian petugas TPT dan 
etika melayani wajib pajak. Dalam hal pelayanan, KPP 
Pratama Klaten pada tahun 2015 mendapatkan juara satu 
di tingkat Kanwil Jateng II, sedangkan di tahun 2016 
mendapatkan juara 2. Kondisi ini berkebalikan dengan 
penelitian Harahap (2004) yang seharusnya apabila 
pelayanan baik maka kepatuhan juga baik, tetapi KPP 
Pratama Klaten tingkat kepatuhannya malah rendah. 

Selain itu, Suryadi (2006) juga membuktikan 
bahwa kompensasi juga turut mempengaruhi kepatuhan 

pajak. Moorhead & Griffin dalam McKenna (2008) 
menjelaskan kompensasi ada dimaksudkan untuk 
menarik, mempertahankan dan memotivasi pegawai yang 
berkualitas serta menciptakan sistem imbalan yang sesuai 
bagi pekerja dan majikan dengan hasil yang diinginkan, 
sehingga pekerja terikat pada pekerjaannya dan 
termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik. 
Bendahara desa merupakan jabatan yang secara 
peraturan mendapatkan tunjangan khusus atas pengelola 
keuangan, kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah 
tunjangan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajak 
atau dengan kompensasi lain seperti dengan pemberian 
reward dari kantor pajak (yang sampai sekarang belum 
ada) dapat meningkatkan kepatuhan pajak. 

Kinerja pegawai, termasuk juga bendahara desa 
juga dipengaruhi oleh komitmennya terhadap organisasi. 
Komitmen organisasi merupakan kumpulan rasa dan 
kepercayaan yang dimiliki orang terhadap organisasinya 
(Jenifer dan Gareth; 2002). Luthan (2011) mengemukakan 
terdapat tiga dimensi dalam komitmen organisasi : 
dimensi pertama, affective commitment mengacu pada 
keterikatan emosional, identifikasi serta keterlibatan 
seorang karyawan pada suatu organisasi. Dimensi kedua 
menjelaskan konsep side-bets orientation yang 
menekankan pada sumbangan seseorang yang sewaktu-
waktu dapat hilang, jika orang itu meninggalkan 
organisasi. Dimensi ketiga menunjukkan bahwa komitmen 
normatif bisa dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain 
sosialisasi awal dan bentuk peran seseorang dari 
pengalaman organisasinya. Jabatan bendahara desa yang 
status jabatannya bukan PNS yang artinya dapat 
menyebabkan sewaktu-waktu meninggalkan jabatannya 
dan hal ini berarti dapat melanggar dimensi kedua yang 
disampaikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah 
dengan status yang demikian komitmen bendahara desa 
dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 

 Kepatuhan seseorang dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya juga terbentuk dari moral 
individu itu sendiri. Moral pajak ini digambarkan oleh 
Cummings, et al (2005) sebagai motivasi intrinsik untuk 
membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk 
membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan 
kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. 
Moral pajak merupakan upaya lain dalam memaksimalkan 
kepatuhan wajib pajak. Menurut Ajzen (2002), etika, 
prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban 
moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melaksanakan 
sesuatu. Dimana hal ini dapat dikaitkan dengan 
pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar 
pajak. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Ho (2004) dimana tingkat kepatuhan pajak akan 
menjadi lebih tinggi ketika Wajib Pajak memiliki kewajiban 
moral yang lebih kuat. 

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, 
pemerintah sudah melakukan upaya intensifikasi maupun 
ekstensifikasi pajak, antara lain melalui aplikasi pajak 
online, perluasan basis pajak, dan penengakan hukum di 
bidang perpajakan. Di ranah intensifikasi, pemerintah juga 
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melakukan intensifikasi penerimaan pajak melalui 
bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah ini 
berperan dalam hal pemungutan dan penyetoran pajak 
yang berasal dari belanja APBN dan APBD (Haryowiryono, 
2019). 

Angka belanja APBN dan APBD naik setiap tahunnya. 
Akan tetapi, pemungutan pajak dari belanja APBN dan 
APBD ternyata masih relatif kecil (Subandi dan Fadhil, 
2018). Kontradiksi ini menjadi hal yang menarik untuk 
dikaji, hal-hal apa saja yang mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak bendahara. Merujuk pada penelitian-
penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk 
menguji faktor-faktor antara lain pelayanan, komitme, 
kompensasi, dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak bendahara, terutama bendahara desa. 

 

2. TINJAUAN TEORETIS 
 

Theory Planned Behaviour  
Teori Perilaku Terencana atau TPB (Theory of 

Planned Behavior) merupakan teori yang dikembangkan 
oleh Ajzen (1991). Teori tersebut merupakan 
pengembangan lebih lanjut dari Teori Perilaku Beralasan 
atau TRA (Theory of Reasoned Action) yang diusulkan oleh 
Ajzen dan Fishbein (1980). TRA mengansumsikan perilaku 
seseorang ditentukan oleh keinginan suatu individu untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu perilaku. 
Keinginan tersebut ditentukan dari dua variabel 
independen yaitu sikap dan norma subyektif. Sedangkan 
TPB yang disebutkan sebagai pengembangan dari TRA yaitu 
dengan menambahkan satu variabel independen persepsi 
perilaku kontrol yang dirasakan. Sehingga variabel dari TPB 
ada tiga komponen yaitu sikap (attitude), norma subyektif 
(subjective norm) dan persepsi kontrol perilaku (perceived 
behavior control). 

Ajzen (1991) menjelaskan komponen pertama 
dalam TPB yaitu attitude sebagai seseorang dapat memiliki 
berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, 
namun ketika dihadapkan pada kejadian tertentu hanya 
sedikit dari keyakinan tersebut yang mempengaruhi 
perilaku. Keyakinan yang mempengaruhi merupakan 
keyakinan individu menghasilkan suatu perilaku dan 
evaluasi atas suatu hasil. Komponen kedua dalam TPB 
adalah normative belief dijelaskan oleh Ajzen (1991) yaitu 
mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk 
melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Tekanan 
sosial yang merupakan keyakinan individu terhadap 
harapan normatif orang lain yang dapat menjadi rujukan 
seperti keluarga, teman dan konsultan pajak serta motivasi 
untuk mencapai apa yang diharapkan tersebut. Sehingga 
harapan normative ini membentuk variabel kedua yaitu 
norma subjektif (subjective norm) atas suatu perilaku. 
Selanjutnya, Ajzen (1991) menjelaskan tentang komponen 
ketiga yaitu perceived behavior control sebagai keyakinan 
individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau 
menghambat perilakunya dan persepsinya tentang 
seberapa kuat hal-hal tersebut dapat mempengaruhi 
perilakunya 

Kepatuhan Wajib Pajak 
 Allingham dan Sandmo (1972) berteori bahwa tidak ada 
individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela 
(voluntarily compliance), sehingga individu akan selalu 
menentang untuk membayar pajak (risk aversion).  
 Lebih lanjut, Brown dan Mazur (2003) mengelompokkan 
kepatuhan wajib pajak terdiri dari 3 tipe kepatuhan: (1) 
kepatuhan penyerahan SPT (filing compliance), (2) 
kepatuhan pembayaran (payment compliance), dan (3) 
kepatuhan pelaporan (reporting compliance).  
 
Pengembangan Hipotesis 
 Pengetahuan pajak dapat membentuk sikap dan dengan 
demikian mempengaruhi perilaku kepatuhan individu (Al-
Ttaffi dan Bin-Nashwan, 2020). Palil (2010) menyimpulkan 
bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor penting dari 
perilaku kepatuhan pajak. Tidak adanya pengetahuan pajak 
dapat menyebabkan ketidakpatuhan baik sengaja maupun 
tidak sengaja (Mckerchar dan Handsford, 2015). 
Pencapaian pengetahuan pajak akan meningkatkan 
perilaku kepatuhan pajak terutama di negara berkembang 
(Alabede, 2012).  
H1 = Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 
pajak bendahara desa 
 
 Pelayanan pajak yang memuaskan merupakan faktor 
eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
Wajib pajak yang merasa dimudahkan, senang dan puas 
akan pelayanan otoritas pajak akan memenuhi kewajiban 
pajaknya dengan sukarela (Septarini, 2015). Alabede (2011) 
menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 
terhadap tingkat kepatuhan. Kualitas pelayanan yang lebih 
baik akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib 
pajak. Ramadiansyah (2014) juga menekankan bahwa 
pelayanan otoritas pajak yang baik akan mendorong 
kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakannya. Sehingga untuk meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak, otoritas pajak perlu mendengar, mencari tahu, 
dan melakukan upaya untuk memenuhi apa yang 
diinginkan oleh wajib pajak terkait hak dan kewajiban 
perpajakannya.  
H2 = Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak bendahara desa 
 
 Pemberian reward/hadiah secara signifikan 
mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak tetapi tidak 
secara langsung (Brockmann et.al., 2015). Bahkan jika 
kepatuhan pajak sudah baik, maka tidak diperlukan 
pemberian reward/hadiah (Fochmann, 2014). 
Reward/hadiah dapat dianalogikan sebagai kenaikan 
kompensasi bagi tax collector. Pereira dan Silva (2020) 
menunjukkan bahwa reward yang sifatnya interal maupun 
eksternal mempengaruhi kepatuhan pajak seseorang.  
H3 = Kompensasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak 
bendahara desa 
 
 Komitmen wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya merupakan salah satu kunci penting yang 
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mendukung kepatuhan wajib pajak (Kossler et.al., 2016). 
Borman dan Wessels (2017) juga membuktikan bahwa 
terdapat hubungan positif antara komitmen wajib pajak 
dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Evaluasi ex-ante 
kebijakan perpajakan akan mendorong sebagian besar 
orang untuk mengadopsi komitmen jangka panjang untuk 
membayar pajak. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan 
kepatuhan pajak (Mittone dan Saredi, 2016). 
H4 = Komitmen organisasi berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak bendahara desa 
 
 Moral pajak akan turun jika orang-orang merasa bahwa 
penghindaran pajak adalah suatu hal yang biasa. Jika 
seseorang percaya bahwa orang lain itu jujur, maka 
kemungkinan pembayaran pajak akan meningkat (Torgler, 
2003). Belkaoui (2004) menyimpulkan bahwa secara 
internasional kepatuhan pajak berhubungan positif dengan 
tingginya normal moral. Moral pajak juga dapat membantu 
menjelaskan teka-teki mengapa orang membayar pajak, 
meskipun ada probabilitas audit dan sanksi yang rendah 
(Balla, 2017).  

H5 = Moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak 
bendahara desa 

 

3. METODE PENELITIAN 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten secara 
adminstratif membawahi wilayah Kabupaten Klaten. 
Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah 
desa yang ada di wilayah Kabupaten Klaten berjumlah 391.  
Menurut Roescoe dalam Sekaran (2006), untuk dapat 
menentukan ukuran sampel dapat digunakan panduan 
sebagai berikut:  
a. Pada setiap penelitian, ukuran sampel harus berkisar 

antara 30 sampai dengan 500 sampel.  
b. Bila faktor yang digunakan dalam penelitian banyak, 

maka ukuran sampel minimal adalah 10 kali atau lebih 
dari jumlah faktor tersebut.  

c. Bila sampel akan dipecah-pecah menjadi beberapa 
bagian, maka ukuran sampel minimal adalah 30 untuk 
setiap bagian yang diperlukan. 
Dalam penelitian multivariat (termasuk analisis regresi 

berganda), ukuran sampel sebaiknya beberapa kali 
(terutama 10 kali atau lebih) dari jumlah variabel dalam 
penelitian. Penelitian ini terdiri dari 1 variabel dependen 
dan 5 variabel independen, sehingga jumlah seluruh 
variabel dalam penelitian ini adalah 6. Dengan demikian, 
minimal jumlah ukuran sampel yang dibutuhkan adalah 60 
wajib pajak. Penelitian ini menggunakan 130 responden 
sehingga dapat dikatakan sampel penelitian ini telah 
memenuhi kriteria ukuran sampel yang baik. 

Kuesioner yang disebar sebanyak 200 dan yang 
kembali serta lengkap diisi sebanyak 130 kuesioner. 
Penyebaran kuesioner ini dilakukan ke 12 Kecamatan yaitu: 
Prambanan, Jogonalan, Wedi, Gantiwarno, Bayat, Cawas, 
Pedan, Trucuk, Karangdowo, Polanharjo, Karanganom, 
Kebonarom dan Klaten Selatan. Pengisian kuesioner yang 
disebar menggunakan skala Likert 1 s.d. 5, dimana 1 = 
sangat tidak setuju s.d. 5 = sangat setuju.  

Penelitian ini menggunakan model penelitian klausal, 
yakni penelitian yang digunakan untuk menganalisis 
hubungan-hubungan antara variabel satu dengan yang 
lainnya, bagaimana suatu variabel dapat memengaruhi 
variabel yang lainnya (Hasan, 2002), dimana kepatuhan 
pajak sebagai variabel terikat (Y) dan pengetahuan pajak 
(X1), pelayanan pajak (X2), kompensasi (X3), komitmen 
organisasi (X4), serta moral pajak (X5) sebagai variabel 
bebas (X). Indikator pada variabel kepatuhan, pengetahuan 
pajak, pelayanan, kompensasi, dan komitmen organisasi 
mengadopsi dari penelitian Zakya (2014). Sedangkan 
variabel moral pajak bersumber dari penelitian Torgler 
(2007). Variabel pengetahuan berisi beberapa pertanyaan 
sederhana mengenai konsep pemungutan dan penyetoran 
pajak bendahara. Variabel kompensasi menjelaskan 
besarnya tunjangan/penghasilan yang diterima oleh 
bendahara desa apakah sebanding dengan kewajiban dan 
tanggung jawab yang dipikul. Variabel komitmen adalah 
gambaran perasaan bendahara, persepsi baik bendahara 
terhadap organisasinya, dan loyalitas bendahara terhadap 
organisasi.  
Persamaan yang digunakan dalam analisis regresi linier 
berganda adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 …………………. + bnXn 
Keterangan: 
Y  : variabel dependen 
X1 : variabel independen ke-1 
X2 : variabel independen ke-2 
Xn : variabel independen ke-n 
a  : konstanta 
b  : koefisien regresi 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Profil Responden 
Profil sosio demografi responden yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, tingkat 
pendidikan, usia responden, lama menjabat, pengalaman 
sebelumnya, status pekerjaan, pekerjaan lain, dan diklat. 
Dengan penyebaran kuesioner kepada 130 responden 
maka diperoleh data informasi seperti pada tabel  2.  
Sebagian besar responden berpendidikan SMA, berusia 
lebih dari 45 tahun, dan  tidak ada pengalaman sebelumnya 
sebagai  bendahara.   

Untuk menguji keandalan kuesioner, maka terhadap 
instrumen penelitian dilakukan uji validitas dan realibilitas. 
Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis 
korelasi Bivariate Pearson. Hasil uji validitas menunjukkan 
bahwa seluruh item pertanyaan kuesioner dinyatakan 
valid. Sedangkan uji realibilitas diukur dengan melihat nilai 
Cronbach Alpha masing-masing variabel.  

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

Kepatuhan Pajak 0,871 Reliable 

Pengetahuan Pajak 0,747 reliabel 

Pelayanan Pajak 0,890 reliabel 
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Kompensasi 0,754 reliabel 

Komitmen Organisasi 0,771 reliabel 

Moral Pajak 0,713 reliabel 

Sumber: Diolah dari Data Hasil Olah Data SPSS 
 
Kemudian, untuk hasil analisis regresi linear menunjukkan 
persamaan sebagai berikut: 
Y  = -8,016 + 0,368 X1 + 0,277 X2 + 0,199 X3 + 0,218 X4 + 

0,280 X5 
Adjusted R2 = 0,707 

Variabel independen yaitu pelayanan pajak, 
pengetahuan pajak, kompensasi, komitmen organisasi dan 
moral pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
sebesar 0,707 atau 70,7% terhadap variabel dependen 
yaitu kepatuhan pajak dan sebesar 29,3% dipengaruhi oleh 
faktor lain di luar model penelitian ini. Dan kelima variabel 
independen tersebut berpengaruh signifikan (positif) 
terhadap kepatuhan pajak bendahara desa pada tingkat α 
= 5%. 

 
 

 

Tabel 1 Profil Sosio Demografi Responden 

Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan Usia Responden 

Laki-laki 117 90% SMA  103 79% <25 Tahun 1 1% 

Perempuan 13 10% D1 0 0% 25 - 35 Tahun 2 2% 

Total 130 100% D3 10 8% 36 - 45 Tahun 36 28% 

      S1 atau S2 17 13% > 45 Tahun 91 70% 

Lama Menjabat Total 130 100% Total 130 100% 

1 - 6 Bulan 18 14%             

7 - 12 Bulan 22 17% Pengalaman Sebelumnya Status Pekerjaan 

13 - 24 Bulan 29 22% Tidak Ada 117 90% Pegawai Tetap 118 91% 

25 - 48 Bulan 29 22% 1 - 6 Bulan 2 2% Kontrak 1 1% 

>48 Bulan 32 25% 7 - 12 Bulan 4 3% Diperbantukan 11 8% 

Total 130 100% 13 - 24 Bulan 2 2% Total 130 100% 

      25 - 48 Bulan 5 4%       

Pekerjaan Lain >48 Bulan 0 0% Diklat 

Tidak Ada 69 53% Total 130 100% Tidak Pernah 33 25% 

Wiraswasta 20 15%       1x 38 29% 

Lainnya 41 32%      2 - 4x 44 34% 

Total 130 100%      >4x 15 12% 

            Total 130 100% 

Sumber: Diolah Dari Data Primer Kuesioner 
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Hasil uji olah data uji simultan ditunjukkan 
pada Tabel 4. Dengan nilai F tabel sebesar 2,29 dan F 
hitung 63,138, maka variabel independen yaitu 
pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, 
komitmen organisasi, dan moral pajak secara bersama-
sama mempunyai pengaruh terhadap variabel 
dependen kepatuhan pajak. 

Tabel 4 Uji Simultan (Uji F) 

Variabel 
Independen 

F Hit 
F 

Tabel 

Nilai 
Sig. 

Std. 
Sig. 

Pengetahuan 
Pajak 

63,13
8 

2,29  
0,00

0 
0,05 

Pelayanan Pajak 

Kompensasi 

Komitmen 
Organisasi 

Moral Pajak 

Sumber: Diolah dari hasil olah data primer 
menggunakan SPSS 

Selanjutnya, dalam uji t pada penelitian ini 
diketahui bahwa variabel independen mempunyai hasil 
t hitung untuk pengetahuan pajak sebesar 5,032, 
pelayanan pajak sebesar 3,351, kompensasi sebesar 
2,160, komitmen organisasi sebesar 2,199, dan moral 
pajak sebesar 2,700 yang ke semuanya lebih besar dari 
t tabel yaitu 1,96. Kemudian nilai signifikansi yang 
dihasilkan untuk masing-masing variabel independen 
yaitu pengetahuan pajak sebesar 0,000, pelayanan 
pajak sebesar 0,001 kompensasi sebesar 0,033, 
komitmen organisasi sebesar 0,030, dan moral pajak 
sebesar 0,008 yang ke semuanya lebih kecil dari 0,05. 
Dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel 
independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen. 

Tabel 5 Uji Parsial (Uji t) 

Variabel 
Independen 

t 
hitung 

t 
Tabel 

Nilai 
Signifikansi 

Standar 
Signifikansi 

X1 5,032 1,96  0,000 0,05 

X2 3,531 1,96  0,001 0,05 

X3 2,160   1,96 0,033 0,05 

X4 2,199 1,96  0,030 0,05 

X5 2,700   1,96 0,008 0,05 

Sumber: Diolah dari Hasil Olah Data Primer 
menggunakan SPSS 

 
a. Pengetahuan pajak 

Berdasarkan sosiodemografi, tingkat 
kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak 
yang mempunyai rata-rata penilaian atas kuesioner 
paling tinggi yaitu dengan indikator berjenis kelamin 
perempuan, mempunyai latar belakang pendidikan 
sarjana, berusia lebih dari 40 tahun, status pekerjaan 
kontrak dan mempunyai jabatan lain selain bendahara. 

Variabel pengetahuan pajak terbukti secara 
signifikan melalui uji t memengaruhi kepatuhan pajak. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah 
dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Menurut Zakya 
(2014), pengetahuan dan pemahaman tentang aturan 
perpajakan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketidaktahuan 
atas suatu aturan perpajakan dapat menyebabkan 
wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan 
sebenarnya dan wajib pajak demikian dikatakan 
sebagai wajib pajak tidak patuh. Dalam penelitian lain 
yang dilakukan oleh Palil (2010) juga menunjukkan 
bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak signifikan 
terhadap kepatuhan pajak meskipun tingkat 
pengetahuan pajak bervariasi secara signifikan di 
antara responden. Untuk meningkatkan pengetahuan 
wajib pajak sebagaimana dalam pertanyaan terbuka, 
kantor pajak dapat meningkatkan lagi sosialisasi yang 
dilakukan. 
b. Pelayanan pajak 

Berdasarkan analisis sosiodemografi, dihasilkan 
bahwa tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh 
pelayanan pajak yaitu yang mempunyai rata-rata 
penilaian atas kuesioner paling tinggi yaitu dengan 
indikator berjenis kelamin laki-laki, mempunyai latar 
belakang pendidikan sarjana, berusia lebih dari 40 
tahun, status pekerjaan diperbantukan dan 
mempunyai jabatan lain selain bendahara. 

Pelayanan pajak terbukti secara signifikan melalui 
uji t memengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini 
sesuai dengan beberapa penelitian yang telah 
dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian 
Hardiningsih dan Yulianawati (2011), menunjukkan 
kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan pajak, sikap wajib pajak yang mempunyai 
kepercayaan terhadap pelayanan yang berkualitas 
yang telah dilakukan oleh fiskus, mendapatkan 
pelayanan yang cukup baik dari aparat pajak dengan 
selalu memperhatikan keinginan wajib pajak, maka 
kepatuhan pajak akan meningkat.   Juga dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Zakya (2014), bahwa 
pelayanan yang baik dapat berpengaruh terhadap 
kepatuhan pajak bendaharawan. Kemudian dari 
Penelitian Andreas & Savitri, (2015), mengatakan 
kualitas pelayanan otoritas pajak kepada wajib pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. 

Kualitas pelayanan juga dapat berpengaruh dalam 
kepatuhan membayar. Sebagaimana dijelaskan Gangl 
et al., (2013), dalam penyelidikan empiris tentang 
pengaruh orientasi layanan yang berpengaruh 
terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menarik 
kesimpulan dari data survei sampel perwakilan dari 807 
pembayar pajak pribadi Belanda dan 1377 pengusaha. 
Orientasi layanan yang dirasakan secara signifikan 
terkait dengan kepatuhan pajak. Kemudian, hubungan 
antara orientasi layanan yang dirasakan dan kepatuhan 
pajak dimediasi oleh kepercayaan yang dapat 
dipercaya dari pihak berwenang. Mereka menemukan 
bahwa pembayar pajak yang merasa orientasi layanan 
lebih baik akan lebih bersedia untuk membayar pajak. 
KPP Pratama Klaten dapat menambah pelayanan lain 
selain pelayanan yang ada di kantor, yaitu dengan 
menggiatkan mobil pajak keliling ke daerah-daerah. 
c. Kompensasi 

Berdasarkan analisis sosiodemografi, dihasilkan 
bahwa tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh 
kompensasi yaitu yang mempunyai rata-rata penilaian 
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atas kuesioner paling tinggi yaitu dengan indikator 
berjenis kelamin laki-laki, mempunyai latar belakang 
pendidikan sarjana, berusia antara 32-40 tahun, status 
pekerjaan diperbantukan dan tidak mempunyai 
pekerjaan lain. 

Kompensasi terbukti secara signifikan melalui uji t 
memengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini 
sesuai dengan beberapa penelitian yang telah 
dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Greenberg & 
Ornstein (1983) menemukan bahwa dalam pekerjaan 
yang mendapatkan kompensasi yang memadai akan 
menyebabkan pekerja tetap merasa dibayar secara adil 
dan mempertahankan tingkat kinerjanya, sebaliknya 
apabila kompensasi tidak diberikan akan menyebabkan 
penurunan kinerja dan perasaan kurang bayar. Dalam 
penelitian lain, Zakya (2014) melakukan penelitian 
terhadap bendahara pemerintah daerah di Riau 
membuktikan bahwa kompensasi yang memadai dapat 
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak 
bendaharawan. Gaji yang diterima oleh bendahara 
desa dianggap masih kurang oleh mereka dibandingkan 
dengan beban kerja yang ada yang salah satunya 
adalah anggaran yang mencapai satu miliar lebih per 
desanya.  
d. Komitmen organisasi 

Berdasarkan analisis sosiodemografi, dihasilkan 
bahwa tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh 
komitmen organisasi yaitu yang mempunyai rata-rata 
penilaian atas kuesioner paling tinggi yaitu dengan 
indikator berjenis kelamin laki-laki, mempunyai latar 
belakang pendidikan sarjana, berusia lebih dari 40 
tahun, status pekerjaan diperbantukan dan 
mempunyai jabatan lain selain bendahara. 

Variabel komitmen organisasi terbukti secara 
signifikan melalui uji t memengaruhi kepatuhan pajak. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian 
yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 
Berdasarkan hasil uji statistik. Dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Nismawati (2016) menunjukkan bahwa 
komitmen organisasi memberikan pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap Kinerja PNS. 
Peningkatkan kinerja didorong oleh rasa komitmen 
yang ada pada diri mereka untuk menyelesaikan 
pekerjaannya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan 
pendapat Randall dalam Nouri dan Parker (1996) yang 
menyimpulkan bahwa komitmen organisasi yang tinggi 
dapat meningkatkan kinerja yang tinggi juga.  
e. Moral pajak 

Berdasarkan analisis sosiodemografi, dihasilkan 
bahwa tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh moral 
pajak yaitu yang mempunyai rata-rata penilaian atas 
kuesioner paling tinggi yaitu dengan indikator berjenis 
kelamin laki-laki, mempunyai latar belakang 
pendidikan sarjana, berusia lebih dari 40 tahun, status 
pekerjaan diperbantukan dan mempunyai jabatan lain 
selain bendahara. 

Moral pajak terbukti secara signifikan melalui uji t 
memengaruhi kepatuhan pajak. Moralitas pajak yang 
lebih tinggi akan mengakibatkan rendahnya sikap tidak 
patuh (Remali et al., 2015) dan kemudian Torgler 
(2003) menemukan bahwa moral pajak sangat 

berpengaruh untuk dapat mengurangi penghindaran 
pajak. Seseorang yang mempunyai moral yang baik 
akan menolak untuk melakukan tindakan-tindakan 
yang dapat merugikan atau menipu negara, mereka 
akan mematuhi apa yang menjadi kewajibannya. 
Everest-Phillips (2008) menjelaskan moral pajak dan 
tingkat kepatuhan pajak sukarela terbukti bergantung 
pada tingkat di mana wajib pajak dapat mengetahui 
pembelanjaan negara sejauh mana dipergunakan 
untuk memperbaiki penyediaan barang publik. 
Direktorat Jenderal Pajak masih ada citra yang buruk 
dimata wajib pajak terkait dengan beberapa ekspos 
media tentang kasus korupsi yang telah terjadi, hal ini 
disebutkan oleh beberapa responden, maka dari itu 
KPP Pratama Klaten perlu melakukan edukasi untuk 
mengimbangi pemberitaan yang negatif yaitu dengan 
memberikan penjelasan kinerja yang positif, tantangan 
yang dihadapi dan manfaat serta pentingnya pajak bagi 
APBN. 
 

5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Pengetahuan pajak, pelayanan pajak, 

kompensasi, komitmen organisasi, dan moral pajak 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
pajak. Hal-hal yang mempengaruhi kelima faktor 
tersebut perlu ditinjau kembali baik oleh pihak KPP 
Klaten maupun Pemerintah Desa di wilayah Klaten. 
Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain penggunaan 
strategi yang efektif untuk sosialiasi dalam rangka 
meningkatkan kepatuhan pajak, misal dengan 
menerapkan community of practices melalui grup 
whatsapp. Kemudian, untuk meningkatkan pelayanan, 
petugas pajak dapat melakukan jemput bola lebih 
sering yaitu dengan mendatangi ke lokasi-lokasi para 
wajib pajak dengan membuat jadwal mobil pajak 
keliling yang lebih sering. Terkait kompensasi, dapat 
dipertimbangkan lagi bagi pemerintah desa untuk 
memberikan kompensasi yang sesuai bagi bendahara 
desa sesuai dengan beban kerjanya, atau bisa ditunjuk 
bendahara desa yang merupakan pegawai ASN yang 
sudah memiliki penghasilan tetap. Moral pajak dapat 
dibentuk dengan menumbuhkan kesadaran akan 
pentingnya pajak bagi pembangunan, memberikan 
informasi-informasi akan pentingnya pajak dan alokasi 
penggunaan uang pajak untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei 
melalui penyebaran kuesioner kepada para bendahara 
desa. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian dengan 
responden Kepala Desa atau perangkat desa dan juga 
dari sudut pandang fiskus perlu dilakukan. Metode 
untuk penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan 
metode kualitatif untuk memperoleh gambaran faktor-
faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak 
bendahara desa secara lebih mendalam. 
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